








BAB II  
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI RUSIA

A.	Landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Rusia	
Meneliti kebijakan luar negeri merupakan suatu usaha untuk menyelidiki fenomena kompleks dan luas yang kurang lebih melibatkan kehidupan internal dan kebutuhan eksternal dari sekelompok masyarakat yang berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh dan menjaga identitas sosial, legal dan geografis sebagai sebuah negara.
Sejalan dengan konsep politik luar negeri, untuk memperkuat landasan pelaksanan Politik Luar Negeri Rusia yang disahkan oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 28 Juni 2000, konsep ini disusun antara lain berdasarkan Konsep Keamanan Nasional Rusia yang diadopsi oleh Dewan Keamanan Rusia dan disahkan oleh Presiden Putin pada tanggal 10 Januari 2000. Rusia menilai penting menyusun konsep politik luar negeri yang baru untuk menghadapi dan mengantisipasi perkembangan situasi dunia masa depan yang telah mengalami perubahan secara fundamental. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa prioritas utama Politik Luar Negeri Rusia adalah melindungi kepentingan perorangan maupun masyarakat Rusia secara kolektif di luar negeri.​[1]​
Namun sepanjang tahun 2001, pelaksanaan politik luar negeri Rusia banyak di landasi oleh muatan yang bersifat pragmatis dibandingkan dengan muatan yang bersifat ideologis. Penekanan utama politik luar negeri Rusia dan Hubungan luar negerinya dengan negara-negara republik bekas Uni Soviet terletak pada upaya membangun lingkungan strategis yang aman dan stabil yang kondusif bagi pelaksanaan reformasi dan pembangunan kehidupan bangsa dan negara Rusia ke arah tatanan yang lebih demokratis dan berorientasi pasar. Dalam kerangka ini, pendekatan pragmatis politik luar negeri Rusia yang diarahkan pada negara-negara republik bekas Uni Soviet terwujud dalam kerjasama di berbagai bidang yang terkontrol pelaksanaannya secara efektip dan efisien.​[2]​
1.	Rusia Pasca Uni Soviet
	Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, merupakan awal berdirinya negara Federasi Rusia dimana orang Rusia telah menghadapi tantangan yang serius dalam  usahanya  untuk menempa suatu sistem politik yang baru. Dimana hampir 75 tahun mengikuti aturan yang totaliter. Dengan suatu konstitusi baru dan suatu parlemen baru yang mewakili fraksi dan struktur pemerintahan yang berbeda, Federasi Rusia sesudah itu menunjukkan tanda stabilisasi. Bagaimanapun, sejak itu Rusia mempunyai masa depan yang lebih baik dimana sistem politik mereka, dengan Western-style demokrasi dan authoritarianism menjadi dua alternatif yang dipertimbangkan.
	Situsi politik dalam negeri Rusia pada tahun 2001 relatif stabil dan tidak terlalu banyak peristiwa politik yang menonjol dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2000, banyak peristiwa yang menonjol terjadi karena pada tahun tersebut belangsung pemilihan presiden. Dimana pada saat itu Vladimir Putin memenangkan pemilu pada tanggal 26 Maret 2000 dan terpilih menjadi Presiden Rusia. Pada tahun 2001, situasi politik menunjukan kesetabilan yang mencerminkan adanya dukungan kuat dari berbagai lapisan masyarakat dan kekuatan sosial politik di negeri ini terhadap kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Vladimir Putin. Kebijkan-kebijakan Presiden Putin tersebut adalah dalam rangka melanjutkan proses reformasi menyusul ambruknya sistem yang dianut oleh rezim Uni Soviet pada tahun 1991.
	Pada saat ini Rusia yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin mempokuskan diri pada peningkatan efektifitas dan efisiensi sesuai dengan tuntutan kesinambungan reformasi dan demokratisasi Rusia. Usaha-usaha untuk itu dilakukan dalam kerangka meningkatkan kualitas stabilitas perpolitikan di dalam negeri Rusia. Dalam Hubungan ini, Presiden Vladimir Putin melakukan pembenahan perundang-undangan maupun manajemen administrasi pemerintahan vertical dan horizontal, yang aplikasinya dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan legislatip Rusia. Peningkatan kualitas stabilitas politik bersamaan dengan pembenahan pemerintahan, secara langsung pula disinergikan untuk meningkatakan pertumbuhan ekonomi pasar Rusia.
	Dalam kontek hubungan luar negeri, pemerintahan Rusia mengaplikasikan pragmatisme dalam mengembangkan hubungan yang bersahabat dengan semua negara. Prioritas politik luar negeri mencakup pengembangan kerjasama persemakmuran negara merdeka (PNM), hubungan strategis dengan Amerika Serikat, Eropa khususnya dengan negara-negara Eropa Barat, China dan India. Pada tingkat international, Rusia mendukung penguatan peran sentral PBB dalam memelihara dan meningkatkan stabilitas dan keamanan Internasional. Rusia juga mengembangkan Hubungan dengan NATO.​[3]​
	Sementara di bidang ekonomi, pada paska keruntuhan negara Uni Soviet tahun 1991, Rusia menjalankan sistem perekonomian pasar, yang bertujuan untuk mencapai tingkat pertumbuhan selama periode 1992-1997 yang tinggi dan memperkuat stabilitas perekonomian. Dalam melaksanakan sistem ekonomi pasar tersebut, perekonomian Rusia sempat mengalami kontraksi, karena struktur perekonomian nasional belum mapan. Sebagai akibatnya, pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi dan keuangan yang cukup berat, yang diperparah oleh rendahnya kemampuan pemerintah Rusia dalam pembayaran utang luar negeri dan perolehan pinjaman. Kondisi tersebut diperberat depresi mata uang Rubel terhadap Dolar AS dan peningkatan jumlah penduduk miskin.
	Pada Tahun 1998, sebagai upaya untuk menanggulangi krisis tersebut, pemerintah Rusia melaksanakan reformasi ekonomi secara bertahap dengan memprioritaskan, pertama pada restrukturisasi hukum, perbankan dan industri migas; dan kedua pada ivestasi dan perdagangan. Sebagai hasil positif, pada tahun 1999-2000, terlihat kecenderungan meningkat dari pertumbuhan GNP sebesar 6% per tahun yang bersumber dari hasil restukturisasi industri energi migas. Dalam hal ini, Rusia mengandalakan sektor migas sebagai sektor pendukung ekonomi yang potensial dan memiliki kontribusi 80% terhadap negara.
2.	Kepentingan Nasional Rusia
Perkembangan keadaan internasional akan mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara baik itu kebijakan politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dari uraian diatas, jelas bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan dasar bagi posisi dan sikap masing-masing negara atau kelompok-kelompok negara dalam hubungan internasional yang diimplementasikan untuk kepentingan nasional negara tersebut. Setelah mengalami krisis, Rusia di bawah pimpinan Presiden Vladimir Putin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sesuai dengan kebijakan yang telah digariskannya, Presiden Putin bertekad untuk tidak kembali ke sistem pemerintahan yang lama dan akan melanjutkan proses reformasi secara bertahap menuju negara demokrasi dan ekonomi pasar. 
Untuk itu Rusia tetap melakukan penegakan hukum di berbagai bidang dan memperkuat hubungan pemerintahan secara vertikal dan horizontal. Dalam hal ini dilakukannya penyelarasan perundang-undangan atau peraturan-peraturan pusat dengan daerah-daerah seta meningkatkan efektifitas dan efisiensi koordinasi pemeintah anatara lembaga-lembaga pemerintahan maupun hubungan  pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden Putin ini umumnya didasarkan pada tuntutan untuk menggerakan dan memanfaatkan potensi Rusia menuju negara yang diperhitungkan dalam sistem hubungan antar negara. 
Kebijakan-kebijakan Rusia tersebut tercermin dalam sambutan tahunannya Presiden Vladimir Putin pada tanggal 18 April 2002 di depan sidang Majelis Federal. Kebijakan tersebut adalah :
a.	Situasi politik dalam negeri Rusia saat ini lebih ditujukan pada upaya-upaya menciptakan stabilitas bagi tercapainya kepentingan ekonomi Rusia melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar bisa bersaing dengan  negara-negara maju.
b.	Perlu melakukan reformasi administrasi untuk mewujudkan perangkat pemerintahan yang efisien dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Institusi-institusi pemerintah diharapkan mampu mendorong dan melindungi sektor usaha kecil  dan menengah  dengan menghapus birokrasi dan korupsi yang menghambat sektor usaha tersebut.
c.	Distrik federal akan menjalankan tugas yang selama ini banyak diemban pemerintah federal, khususnya kontrol keuangan daerah dan masalah kepegawian  pada kantor-kantor federal di daerah. Pemerintah-pemerintah lokal harus mempunyai kewenangan dan kekuatan finansial yang lebih besar. Perjanjian-perjanjian antara pusat dan daerah konstituen harus diratifikasi oleh parlemen, sehingga apabila ada persetujuan-persetujuan yang harus bertentangan dengan konstitusi dapat dibatalkan.
d.	Mengupayakan aksesi Rusia ke dalam WTO guna melindungi kepentingan nasional Rusia di pasar internasional yang berorientasi pada pasr dunia.
e.	Politik dan hubungan luar negeri Rusia harus dilaksanakan secara pragmatis yang didasrkan pada upaya membangun hubungan yang normal dan konstruktif dengan semua negara, terutama dengan persemakmuran negara-negara merdeka (PNM), di tengah kompetisi global hampir di semua sektor.
f.	Rusia juaga aktif mengintegrasikan ekonominya dengan negara-negara PNM yang merupakan pilar utama politik luar negerinya. Rusia bersama-sama dengan PNM memiliki kemampuan membangun proyek-proyek bersama di sektor infrastruktur, trasportasi dan energi, sehingga memperkuat integrasi Rusia dengan PNM. Salah satu tujuan utama kebijakan politik luar negri Rusia adalah  terciptanya stabilitas strategis internasional. Disamping itu, Rusia bekerja sama secara aktif dengan Uni Eropa untuk membangun commmon economic space di Eropa.
g.	Rusia juga aktif dan berpartisipasi dalam pembentukan sistem keamanan global baru, membina dialog dengan AS, dan berusaha mengembangkan kerjasama berlandaskan kualitas baru dengan NATO (Dewan Rusia-NATO). Dalam memerangi terorisme internasional, Rusia ikut dalam koalisi anti-teror guna mendukung upaya-upaya internasional dalam memerangi kekuatan terorisme internasional bersama AS, Uni Eropa, dan NATO.
h.	Melakukan reformasi militer cecara bertahap untuk membangun angkatan bersenjata yang profesional dengan mempertimbangkan kemampuan finansial pemerintah dan kepentingan keamanan negara.
i.	Mewaspadai meningkatnya ancaman ekstrimisme terhadap stabilitas dan keamanan rakyat, sebagai faktor yang menyebabkan negara tidak nyaman bagi warganya dan tidak bersahabat bagi warga negara asing.
j.	Mengupayakan penyelesaian masalah Chechnya melalui pelaksanan referendum dan pemilu yang bebas di wilayah tersebut. Tugas utama pemerintah Rusia dalam hal ini adalah membawa kembali Chechnya sepenuhnya ke dalam sistem politik dan kedaulatan hukum Rusia, penyelesaian politik memang menjadi agenda penting pemerintah Rusia dalam penyelesian konflik Chechnya. Ini dimaksukan agar msalah ini tidak menjadi isu internsional yang dapat menghalangi kebijakan-kebijakan Rusia secara keseluruhan.​[4]​
k.	terciptanya dunia multipolar dimana Rusia menjadi kekuatan yang sangat nerpengaruh. Untuk itu Rusia mengaplikasikan politik luar negeri yang bebas, konstruktif, konsisten, terprediksi dan pragmatis dalam memproyeksikan Rusia ke dalam komunitas internasional.
l.	Persemakmuran Negara Merdeka (PNM/CIS), yang diebut near abroad merupakan prioritas utama dalam orientasi politik luar negeri Rusia. Dalam hal ini Rusia berusaha untuk menjamin berkembangnya hubungan secara harmonis dalam kerjasama bilateral dan multilateral dengan negra negara anggota PNM (Armenia, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Tajkistan dan Kyrgistan).
m.	Hubungan strategis Rusia dan Amerika Serikat mempunyai posisi penting dalam polugri Rusia. Peningkatan hubungan kedua negara ini terjadi setelah peristiwa 11 September 2001. Rusia dan AS secara aktif bersama-sama bekerjasama dalam memerangi teroris. Dalam masalah persenjataan strategis, Rusia-AS menandatangani perjanjian pengurangn kepemilikan hulu ledak nuklir kedua negara dengan benchmark 1700-2200 hulu ledak pada bulan Mei 2002. Hal ini sejalan dengan doktrin milier dan kebijakan senjata nuklir Rusia untuk menguranginya sampai tingkat minimum yang mampu menangkal serangan agresor ke Rusia dan sekutunya, memperkuat rezim Non-Proliferation Trety (NPT), tidak menggunakan senjata nuklir trhadap negara-negara non-nuklir, mempertahan stabilitas strategis dan akhirnya menghapus semua senjta nuklir.
n.	Intergritas Rusia dengan Eropa merupkan salah satu prioritas penting lainnya dalam polugri Rusia melalui pengembangan kemitraan strategis dengan negara-negara utama Eropa. Rusia melihat Inggris, Jerman, Prancis dan Italia merupakan negara-negara Eropa Barat yang penting bagi Rusia bagi pertumbuhan demokrasi, perekonomiaannya dan keamanan Eropa. Ruisa juga menjalin hubungan dengan NATO yang mengacu pada format 20 berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan yang telah disahkan dalam KTT NATO di Roma 28 Mei 2002, Rusia dan NATO akan bekerjasama mmerangi terorisme, pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping), sisten keamanan Eropa dan lain-lain.
o.	Kemitraan strategis Rusia dengan Cina di Asia pasifik didasarkan pada traktat hubungan bertetangga baik, persahabatan dan kerjasama, yang berfungsi memberikan arah bagi pengembangan dan peningkatan antara kedua negara di berbagi bidang sampai 20 tahun mendatang, yang ditandatangani pada saat kinjungan kenegaraan Presiden Cina, Jiang Zemin ke Rusia pada bulan Juli 2001.
p.	Dalam masalah Semenanjung Korea, Rusia terus berusaha berperan secara positif untuk memfasilitasi antara Utara dan Selatan, dan tetap membina hubungan persahabatan dengan DPRK dan Republik Korea tanpa melihat perbedaan status pemerintah kedua negara. Hal ini tercermin dalam kunjungan Presiden Putin ke Korea Utara pada tahun 2000 dan kunjungan balasan pimpinan Korea, Kim Dae Jung di Seoul menghasilkan suatu kebijakan yang brtujuan mengurang ekskalasi konflik dalam hubungan antara Korea dan mengembangkan kerjasama antara Utara dan Selatan. Kebijakan tersebut sebagai jalan untuk mengimplementasikan proyekm bisnis multilateral, yang menyangkut proyek jalur kereta api yang menghubungkan Korea Utara dan Korea Selatan dan jalur kereta api Trans-Siberia dengan Eropa.​[5]​
B.	Orientasi Politik Luar Negeri Rusia
Sesuai dengan sambutan Presiden Putin pada tanggal 28 April 2002 di depan Duma Negara, konsep politik luar negeri Rusia masih terus ditujukan untuk menciptakan kondisi eksternal yang kondusif bagi reformasi dalam negeri menuju negara demokratis, perekonomian pasar dan peningkatan standar hidup masyarakat Rusia, menjamin keamanan, kedaulatan dan integritas teritorial; mengusahakan posisi kuat dan terhormat dalam masyarkat dunia; meningkatkan citra positif; ikut menciptakan tata dunia yang stabil, adil dan demokratis sesuai piagam PBB; menjalin hubungan bertetangga yang baik dan mencegah terjadinya konflik di wilayah perbatasan, mengembangkan hubungan kemitraan dengan semua negra lain dan asosiasi atau organisasi internasional dan regional.
 Politik luar negeri suatu negara merupakan pengimplementasian dari kepentingan nasional negara tersebut. Dalam hal ini orientasi politik luar negeri Rusia di arahkan untuk : 
a.	terciptanya dunia multipolar dimana Rusia menjadi kekuatan yang sangat nerpengaruh. Untuk itu Rusia mengaplikasikan politik luar negeri yang bebas, konstruktif, konsisten, terprediksi dan pragmatis dalam memproyeksikan Rusia ke dalam komunitas internasional.
b.	Persemakmuran Negara Merdeka (PNM/CIS), yang diebut near abroad merupakan prioritas utama dalam orientasi politik luar negeri Rusia. Dalam hal ini Rusia berusaha untuk menjamin berkembangnya hubungan secara harmonis dalam kerjasama bilateral dan multilateral dengan negra negara anggota PNM (Armenia, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Tajkistan dan Kyrgistan).
c.	Hubungan strategis Rusia dan Amerika Serikat mempunyai posisi penting dalam polugri Rusia. Peningkatan hubungan kedua negara ini terjadi setelah peristiwa 11 September 2001. Rusia dan AS secara aktif bersama-sama bekerjasama dalam memerangi teroris. Dalam masalah persenjataan strategis, Rusia-AS menandatangani perjanjian pengurangn kepemilikan hulu ledak nuklir kedua negara dengan benchmark 1700-2200 hulu ledak pada bulan Mei 2002. Hal ini sejalan dengan doktrin milier dan kebijakan senjata nuklir Rusia untuk menguranginya sampai tingkat minimum yang mampu menangkal serangan agresor ke Rusia dan sekutunya, memperkuat rezim Non-Proliferation Trety (NPT), tidak menggunakan senjata nuklir trhadap negara-negara non-nuklir, mempertahan stabilitas strategis dan akhirnya menghapus semua senjta nuklir.
d.	Intergritas Rusia dengan Eropa merupkan salah satu prioritas penting lainnya dalam polugri Rusia melalui pengembangan kemitraan strategis dengan negara-negara utama Eropa. Rusia melihat Inggris, Jerman, Prancis dan Italia merupakan negara-negara Eropa Barat yang penting bagi Rusia bagi pertumbuhan demokrasi, perekonomiaannya dan keamanan Eropa. Ruisa juga menjalin hubungan dengan NATO yang mengacu pada format 20 berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan yang telah disahkan dalam KTT NATO di Roma 28 Mei 2002, Rusia dan NATO akan bekerjasama mmerangi terorisme, pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping), sisten keamanan Eropa dan lain-lain.
e.	Kemitraan strategis Rusia dengan Cina di Asia pasifik didasarkan pada traktat hubungan bertetangga baik, persahabatan dan kerjasama, yang berfungsi memberikan arah bagi pengembangan dan peningkatan antara kedua negara di berbagi bidang sampai 20 tahun mendatang, yang ditandatangani pada saat kinjungan kenegaraan Presiden Cina, Jiang Zemin ke Rusia pada bulan Juli 2001.
f.	Dalam masalah Semenanjung Korea, Rusia terus berusaha berperan secara positif untuk memfasilitasi antara Utara dan Selatan, dan tetap membina hubungan persahabatan dengan DPRK dan Republik Korea tanpa melihat perbedaan status pemerintah kedua negara. Hal ini tercermin dalam kunjungan Presiden Putin ke Korea Utara pada tahun 2000 dan kunjungan balasan pimpinan Korea, Kim Dae Jung di Seoul menghasilkan suatu kebijakan yang brtujuan mengurang ekskalasi konflik dalam hubungan antara Korea dan mengembangkan kerjasama antara Utara dan Selatan. Kebijakan tersebut sebagai jalan untuk mengimplementasikan proyekm bisnis multilateral, yang menyangkut proyek jalur kereta api yang menghubungkan Korea Utara dan Korea Selatan dan jalur kereta api Trans-Siberia dengan Eropa.​[6]​
1.	Politik Global Rusia
Untuk mencapai tujuannya suatu negara akan menentukan kebijakan-kebijakannya yang terarah dan diimplementasikan dengan tindakan-tiandakan yang konkrit. Dalam melaksanakan Politik Luar Negerinya Rusia diarahkan untuk:
a.	Menjamin keamanan nasional negara, mempertahankan dan memperkokoh kedaulatan dan integritas territorial, menempatkan Rusia pada posisi yang ‘mapan dan prestisius’ di dunia intrnasional yang sejalan dengan kepentingan Rusia sebagai sebuah negara besar (‘great power’)
b.	Mempengaruhi proses-proses global yang bertujuan untuk membentuk tata dunia yang setabil, adil dan demokratis, berdasarkan norma-norma hukun Internasional yang diakui secara umum, termasuk, dan yang utama, tujuan serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam PBB, yang implementasinya hubungan antar negara didasarkan pada asa kesamaan dan kemitraan;
c.	Membentuk kondisi eksternal yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Rusia secara berkelanjutan, memperkuat standar kehidupan dan memperlancar transformasi demokrasi;
d.	Membangun Hubungan bertetangga yang baik, menghilangkan dan mencegah potensi ketegangan serta konflik di kawasan yang berdekatan dengan wilayah Rusia;
a	Mencari kesamaan kepentingan antara Rusia dengan negara lain yang bertautan dengan kepentingan Rusia;
f.	Memperjuangkan semaksimal mungkin hak-hak dan kepentingan warga negara Rusia di luar negeri, serta memajukan upaya membangun citra positif Rusia di dunia Internasional, memasyarakatkan bahasa dan kebudayaan Rusia di negara asing.​[7]​

2.	Politik Luar Negeri Rusia di Semenanjung Korea
Ikut campurnya Rusia dalam masalah krisis nuklir dikarenakan juga Rusia mempunyai ikatan emosional di antara ke dua negara tersebut. Ini dibuktikan dengan dukungan Rusia terhadap Korea Utara yang sedang membangun fasilitas-fasilitas nuklirnya yang merupakan ancaman bagi perdamaian dunia khususnya bagi kawasan di semenanjung korea. 
Dalam hal ini, posisi Rusia dalam menyikapi masalah program nuklir Korea Utara yang jadi permasalahan di Semenanjung Korea menginginkan penyelesaian melalui jalan dialog, Pernyataan Rusia ini diutarakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Losyukov dalam kunjungannya ke Korea Selatan. Tetapi pemerintah Rusia telah mempersiapkan sistem pertahanan di perbatasan Timur, jika situasi memburuk.​[8]​ 
Berkaitan dengan Asia-Pasifik dimana didalamnya mencakup kawasan Asia Timur kecenderungan politik luar negeri Rusia mengalami perubahan. Mantan presiden Uni Soviet yaitu Presiden Gorbachev mengatakan dalam pidatonya di Vladiostok pada tanggal 28 Juli 1986, kemudian disusul dengan pidatonya yang kedua di Krosnoyarks pada tanggal 16 September 1988 mengatakan bahwa “komitmennya untuk ikut berperan serta dalam dinamika Asia-Pasifik”. 
 Sebagai pemimpin Rusia pertama yang berkunjung ke Korea Selatan Boris Yelstsin pada tanggal 19 Nopember 1992 mengatakan bahwa “Komitmen Rusia untuk menciptakan lingkungan internasional yang kondusif termasuk di Asia-Pasifik dalam rangka kerjasama dan bantuan ekonomi”. Selain itu juga pada kesempatan pidatonya di depan parlemen Korea Selatan mengatakan bahwa : “Secara unilateral Rusia akan menghentikan produksi pembom nuklir strategis dan kapal selam nuklir, serta mengurangi secara drastis kekuatan militer di Asia-Pasifik dan menegaskan kebijakan baru Moskow yang mendukung reunifikasi Korea, dimana pemerintah Rusia menghimbau kiranya dapat terwujud Korea bersatu, demokrasi dan bebas nuklir”.​[9]​ 
Pada kesempatan lain juga setelah Vladimir Putin yang terpilih jadi presiden Rusia priotitas negaranya selain menerapkan ekonomi marketing, Vladimir Putin menganggap ”Tugas yang sangat urgen bagi dirinya memperkuat hubungan yang pernah terjalin baik bersama Korea Utara dan Tiongkok komunis”.​[10]​
 Dalam hal ini, seperti yang telah diutarakan dalam latar belakang bahwa posisi Rusia dalam menyikapi masalah program nuklir Korea Utara yang jadi permasalahan di Semenanjung Korea menginginkan penyelesaian melalui jalan dialog Pernyataaan Rusia ini pernyataan ini diutarakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Losyukov dalam kunjungannya ke Korea Selatan. Tetapi pemerintah Rusia telah mempersiapkan sistem pertahanan Rusia di perbatasan Timur, jika situasi memburuk.​[11]​ 
Sikap yang ditunjukan oleh Rusia tersebut mendapat respon yang positif dari Korea Utara, dimana Duta Besar Korea Utara untuk Rusia Pak Ui Chun mendukung Rusia ikut dalam pembicaraan enam negara (Amerika Serikat, Cina, Rusia, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan). Pak Ui Chun Dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Yuri Fedetov menyatakan : “Pendirian Korea Utara tersebut diutarakan oleh pemimpin Korea Utara. pihak Rusia menyatakan puas atas keputusan konstruktif pihak Korea Utara itu. Fedetov menekankan perlunya menyelasaikan secara politik masalah nuklir Korea Utara melalui perundingan di atas dasar terjaminnya status bebas nuklir Semenanjung  Korea dan keamanan negara-negara bersangkutan”.​[12]​ 

C.	Sikap Rusia dalam Krisis Korea Utara – Amerika Serikat
Pembicaraan enam pihak Beijing putaran ke-3 yang bertujuan menyelesaikan masalah nuklir Semenanjung Korea melalui dialog politik digelar di Wisma Tamu Agung Diaoyutai Beijing. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Kye-gwan, Pembantu Menteri Luar Negeri AS Untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik James Kelly, Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan Lee Soo-hyuck, Direktur Biro Asia-Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang Yabunaka Mitoji dan Duta Besar Berkuasa Penuh Rusia Alexander Alekseev masing-masing memimpin delegasinya menghadiri pembicaraan itu.​[13]​
Dalam upacara pembukaan pembicaraan, Ketua Delegasi Tiongkok Wang Yi dalam pidato sambutannya mengatakan, Meskipun pembicaraan 6 pihak menghadapi berbagai kesulitan dewasa ini, akan tetapi di bawah upaya bersama berbagai pihak, sudah ditetapkan target denuklirisasi, dan telah ditegaskan jalur penyelesaian masalah nuklir, sehingga meratakan jalan bagi pembicaraan damai. Masalah nuklir terhidar dari memburuknya lebih lanjut, situasi di Semenanjung Korea juga mereda dalam batas tertentu, hasil-hasil yang penting tersebut tak mudah diperoleh, maka patut dipelihara dan disayangi oleh berbagai pihak. 
Wang Yi menekankan, berbagai pihak peserta seharusnya memperlihatkan kehendak politiknya yang lebih jelas di atas dasar kemajuan yang dicapai hingga saat ini, dengan secepatnya mencapai konsepsi penyelesaian yang praktis, dan mengayunkan langkah pertama dalam penyelesaian masalah. Sementara Wang Yi menyatakan : “Tiongkok sebagai negara tuan rumah akan terus berupaya memainkan peranan dalam mendorong rekonsiliasi dan pembicaraan, dengan tulus hati terus bekerja sama dengan berbagai negara, dan terus berupaya untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea”.​[14]​ 
Selanjutnya, ketua delegasi Korea Utara, Jepang, Korea Selatan dan AS berturut-turut mengucapkan pidato di depan upacara pembukaan. Kim Kye-gwan dalam pidatonya menekankan,  Pembicaraan 6 pihak seharusnya dijadikan sebagai kesempatan baik untuk menerobos kemacetan masalah nuklir antara Korea Utara dan AS. Apabila AS membatalkan politik permusuhannya terhadap Korea Utara, menarik kembali tuntutan yang dipegangnya agar Korea Utara membatalkan program nuklir secara menyeluruh, dapat diperiksa dan tidak dapat diputar-balikkan. Korea Utara akan mengemukakan konsepsi pembekuan instalasi nuklir yang kongkrit. 
Ketua Delegasi AS James Kelly menyatakan,  Dalam 2 putaran pembicaraan yang lalu, berbagai pihak peserta sudah menetapkan target bersama untuk mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea, penyelesaian masalah nuklir secara damai menguntungkan pembukaan pintu gerbang hubungan AS-Korea Utara. Mungkin akan timbul kesulitan dalam pembicaraan 6 pihak, akan tetapi arah pembicaraan adalah positif.​[15]​ 
Ketua Delegasi Rusia Alekseev dalam pidatonya menegaskan bahwa berbagai pihak sudah mencapai kesepahaman mengenai pembatalan program nuklir Korea Utara, tetapi Rusia juga memahami sepenuhnya keharusan menyediakan langkah jaminan yang memadai kepada Korea Utara, pihaknya bersedia memberi sumbangan konstruktif dalam penyelesaian secara damai masalah nuklir Semenanjung Korea, sementara mengharapkan proses pembicaraan 6 pihak akan berlangsung terus. 
Ketua Delegasi Jepang Yabunaka menyatakan, Jepang akan berupaya dengan positif untuk mengadakan diskusi mengenai masalah hakiki.​[16]​ 
Sedangkan Ketua Delegasi Korea Selatan Lee Soo-hyuck menekankan harapannya agar berbagai pihak menghapuskan ketidak-percayaan antara satu sama lain dalam pembicaraan putaran kali ini, memperlihatkan sikap yang luwes dan memperkecil kesenjangan pendirian masing-masing. 
Dalam perundingan 6 negara, Wang Yi secara terpisah mengadakan konsultasi bilateral dengan Ketua Delegasi Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, AS dan Jepang. Ketua berbagai negara dalam konsultasi secara positif menilai upaya positif Tiongkok untuk mempersiapkan pembicaraan putaran ke-3 ini dan mendorong proses pembicaraan, mereka menyatakan akan memperlihatkan keluwesan dan berupaya mendorong kemajuan pembicaraan. 
1.	Kebijakan Politik Luar Negeri Rusia terhadap Amerika Serikat 
	Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Losyukov mengatakan di Beijing, Rusia dan Cina akan terus melakukan konsultasi mengenai situasi di Korea Utara dan menambahkan Moskow berpendapat konsultasi antara Korea Utara dan Amerika Serikat dapat memainkan peran penting, kata kantor berita Rusia Itar Tass. "Kami tetap berpendapat bahwa perundingan atau konsultasi antara Amerika Serikat dan Korea Utara akan memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah Korea," kata Losyukov, yang tiba di Beijing dari Seoul setelah menghadiri pelantikan Presiden Roh. Di Beijing, Losyukov akan mendampingi Menlu Rusia Igor Ivanov. Menlu Rusia itu akan melakukan konsultasi dengan para pemimpin Cina mengenai masalah Korut.
	Kantor berita Rusia Interfax yang mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Yuri Fedotov mengatakan, kelanjutan pertemuan enam negara merupakan cara yang paling baik untuk mencari penyelesaian damai lewat perundingan. Kami, berharap pihak-pihak berkepentingan, termasuk Amerika Serikat dan Korea Utara, mengambil langkah-langkah tambahan untuk saling mendekati satu sama lain.​[17]​ 
	Pertemuan Deputi Luar Negeri Rusia Alexander Losyukov dengan pimpinan Korea Utara Kim Jong-il hari Senin, di Korea Utara telah membawa hasil yang substantif. Dimana dalam perundingan tersebut mendiskusikan usulan Rusia dalam rangka meredam ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Bagian terpenting dalam rencana Rusia mencakup keharusannya Amerika Serikat memberi jaminan tak akan menyerang Korea Utara dan memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Utara.
	Dalam pertemunnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat di St. Petersburg, Rusia menginginkan Amerika Serikat berdialog dengan Korea Utara dan dapat bekerjasama dalam upaya penyelesaian krisis nukir di Korea Utara. Moskow juga akan mendukng Amerika Serikat dalam dialog tersebut. Negosiasi tersebut merupakan bagian dari diplomasi Rusia terhadap Amerika Serikat, karena Rusia menginginkan krisis nuklir Korea Utara dengan Amerika Serikat dapat diselesaikan melalui meja perundingan.​[18]​	Menurut Losyukov, Moskow dan Beijing memiliki sikap dan pendekatan yang sama dalam masalah-masalah itu. Ia mengatakan ia tidak ada rencana untuk mengunjungi Pyongyang dalam waktu dekat ini karena ia menganggap belum perlu melakukan hal itu. Akan tetapi Wakil Menteri Luar Negeri itu tidak mengesampingkan kemungkinan untuk melakukan kunjungan ke Ibukota Korea Utara itu bila diperlukan.​[19]​ 
	Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Alexeyev, Rabu kemarin menyatakan pihaknya tidak banyak berharap akan terjadi kemajuan signifikan dalam perundingan enam negara tentang program nuklir Korut.  “Setelah sekian lama terhenti, perundingan enam negara sulit diharapkan bisa mencapai kemajuan signifikan,” ujar Alexeyev. 
	Mengenai sikap Rusia dalam perundingan itu, Alexeyev mengatakan pihaknya sengaja untuk tidak mengungkapkan sikap itu sebelum perundingan dimulai. Perundingan enam negara yang diikuti oleh Amerika Serikat, Rusia, Cina, Jepang, Korsel, dan Korut tahap ke-4 akan digelar pada tanggal 25 Juli ini di Beijing setelah perundingan itu macet sejak tahun lalu akibat tajamnya perselisihan antara AS dan Korut.
2.	Kebijakan Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Korea Utara
	Tindakan diplomasi yang dilakukan oleh Rusia, dengan melakukan pendekatan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya agar krisis nuklir dapat diselesaikan dengan dialog dan dicabutnya sanksi-sanksi  terhadap Korea Utara dengan diikuti pemberian bantuan berupa energi kepada Korea Utara. Rusia juga menekan Korea Utara untuk menghancurkan program nuklirnya dengan memberikan jaminan terhadap Korea Utara berupa bantuan energi dan meyakinkan Korea Utara bahwa Amerika dan Sekutunya tidak akan menyerang Korea Utara. 
	Kebijakan Rusia juga mendesak Korea Utara untuk kembali mematuhi Pakta Non-Ploriferasi Nuklir dan lebih mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah krisis nuklir. Melalui kantor berita Interfax, Deputi Menteri Luar Negeri Yury Fedotov mengatakan bahwa Rusia menginginkan kelanjutan pertemuan enam negara merupakan cara yang paling baik untuk mencari penyelesaian damai lewat perundingan.
	Penekanan Rusia terhadap negara-negara yang berkepentingan, termasuk Amerika Serikat dan Korea Utara agar mengambil langkah-langkah tambahan untuk saling mendekati satu sama lain merupakan tindakan diplomasi Rusia untuk meredam pernyataan dan tindakan yang bisa mempersulit proses perundingan.  
Keenam negara yang terlibat daam perundingan enam negara yang diikuti oleh Amerika Serikat, Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, Cina dan Jepang mengenai penyelesaian krisis nuklir Korea Utara, dimana Cina sebagai tuan rumah menyatakan setuju untuk memecahkan masalah nuklir itu dengan dialog. Mereka juga sepakat agar di dalam proses perundingan, setiap tindakan yang dapat memperberat situasi supaya dihindari.
	Kebijakan Rusia dalam penyelesaian krisis nuklir Korea Utara terciptanya kesepakatan nyata, seperti pembentukan kelompok kerja untuk melanjutkan perundingan. Tindakan diplomasi yang dilakukan Rusia terhadap Korea Utara dengan menawarkan bantuan ekonomi untuk mengatasi kekurangan energi Korea Utara, dengan imbalan Korea Utara harus menghancurkan program nuklirnya.
	Buntunya penyelesaian krisis nuklir Korea Utara yang diprakarsai oleh enam negara di mana Cina sebagai tuan rumah masih belum mencapai kesepakatan yang nyata dikarenakan sikap keras Amerika Serikat dan Korea Utara. Permasalahannya Amerika Serikat ingin terlebih dahulu Korea Utara menghancurkan program nuklirnya, setelah itu, baru Korea Utara akan diberikan bantuan logistik dan jaminan keamanan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Sedangkan di lain pihak, Korea Utara menginginkan Amerika Serikat dan sekutunya terlebih dahulu memberikan bantuan energi dan jaminan keamana dengan tidak akan menyerang Korea Utara dan menghapuskan sanksi-sanksi ekonomi dan militer diikuti dengan dibukakannya kembali hubungan diplomatik.​[20]​
	Untuk mengatasi kemacetan perundingan, Rusia sebagai sekutunya Korea Utara harus mengambil langkah-langkah yang berupa suatu kebijakan untuk dapat meyakinkan Amerika Serikat dan sekutunya dengan melakukan tindakan diplomasi yang nyata dengan upaya Amerika Serikat dan sekutunya melunakan kebijakannya untuk mengalah, dan Rusia juga memberi jaminan kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Jika Amerika Serikat dan sekutunya terlebih dahulu mencabut sanksi ekonomi dan sanksi militer dengan memberikn bantuan berupa kebutuhan logistik bagi kepentingan nasional Korea Utara, sehingga Korea Utara akan mengancurkan progaram nuklirnya dan krisis nuklir Korea Utara dapat diselesaiakan dengan perundingan.​[21]​
	Secara nyata, Rusia telah melakukan tindakan-tindakan diplomasi terhadap Amerika Serikat dan Korea Utara. Tindakan diplomasi tersebut dengan memberikan bantuan energi terhadap Korea Utara dan memberikan jaminana keamanan, bahwa Amerika Serikat tidak akan menyerang Korea Utara jika Korea Utara mau bekerjasam untuk menghancurkan program nuklirnya.
3.	Kepentingan Rusia dalam Penyelesaian Krisis Korea Utara – Amerika Serikat
	Dalam masalah Semenanjung Korea, Rusia terus berusaha berperan secara positif untuk memfasilitasi antara Utara dan Selatan, dan tetap membina hubungan persahabatan dengan DPRK dan Republik Korea tanpa melihat perbedaan status pemerintah kedua negara. Hal ini tercermin dalam kunjungan Presiden Putin ke Korea Utara pada tahun 2000 dan kunjungan balasan pimpinan Korea, Kim Dae Jung di Seoul menghasilkan suatu kebijakan yang brtujuan mengurang ekskalasi konflik dalam hubungan antara Korea dan mengembangkan kerjasama antara Utara dan Selatan. Kebijakan tersebut sebagai jalan untuk mengimplementasikan proyekm bisnis multilateral, yang menyangkut proyek jalur kereta api yang menghubungkan Korea Utara dan Korea Selatan dan jalur kereta api Trans-Siberia dengan Eropa.​[22]​
	Dalam upaya Rusia menyelesaikan krisis nuklir di Korea Utara, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Lasyukov telah mendesak Korea Utara dan Amerika Serikat untuk memulai perundingan dalam upaya menyelesaikan masalah program nuklir Korea Utara secara Konstruktif.
	Selain itu juga, Rusia telah mengadakan pembicaraan bilateral dengan Cina dan Korea Utara berkaitan dengan proposal Moskow dalam penyelesaian krisis nuklir di Korea Utara. Usulan tersebut berisi langkah-langkah penyelesaian yang ditawarkan oleh Rusia menyangkut di hidupkannya kembali perjanjian Genewa 1994 antara Amerika Serikat dan Korea Utara dimana Korea Utara harus membekukan kembali program nuklirnya dengan syarat Korea Utara diberi jaminan keamanan dan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat.
	Rusia juga telah mengadakan pembicaran bilateral dengan Amerika Serikat melalui pembicaran telepon antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat George W. Bush, dimana kedua negara bersepakat untuk berbagi tanggung jawab dalam menjaga Semenanjung Korea bebas dari senjata nuklir. Selain itu juga, Rusia bersama Cina terus mendesak Amerika Serikat untuk melakukan perundingan secara langsung dengan Korea Utara dalam penyelesaia krisis nuklir di Korea Utara.
	Rusia juga telah mengatakan kepada Korea Utara, bahwa Rusia akan lebih memperkeras sikapnya apabila Korea Utara mengakui memiliki program pengembangan senjata nuklir dan Rusia akan perlu sekali mempertimbangkan secara serius mengenai posisinya, jika ada kemungkinan Korea Utara menggunakakn senjata nuklirnya di wilayah yang dekat dengan Rusia dan hal itu pastilah tidak sejalan dengan kepentingan naional Rusia.
































^1	  Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri : 2000
^2	  Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri : 2001
^3	  Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri : 2003
^4	  Ibid
^5	  Laporan Tahunan Departemen Republik Indenesia : 2003
^6	  Laporan Tahunan Departemen Republik Indenesia : 2003.
^7	  Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 2000
^8	  “Korut Agar Hindari Suasana Panas”, CSIS, Kompas, Jakarta 22 Juli 2003 
^9	  http://www.kompas.com, diakses 23 September 2005
^10	  http://www.kompas.com, diakses 24 September 2005
^11	  “Korut Agar Hindari Suasana Panas”, CSIS, Kompas, Jakarta 22 Juli 2003
^12	  http://www.kompas.com, diakses 24 September 2005




^17	  Kompas, 1 Oktober 2003
^18	  “Korut Peringatkan AS Akan Lakukan Aksi Balasan”, Kompas, Jakarta 23 Oktober 2002
^19	  Kompas, Jakarta 30 Januari 2004, hlm. 10
^20	  “Korut Bisa Temui Jalan Buntu”, Suara Pembaharuan, Jakarta 13 Mei 2003, hlm. 31
^21	  “Korut-Korsel Sepakat Menempuh Jalan Damai Soal Program Nuklir”, Kompas, Jakarta 29 Oktober 2002, hlm. 
^22	  Laporan Tahunan DepartemenLuar Negeri Republik Indenesia : 2003 
